
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.77,2012 KEMENTERIAN PERDAGANGAN. Lembaga 
Contoh. Standar Karet Indonesia. 

 
 

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 21/M-DAG/PER/8/2011 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 
59/M-DAG/PER/12/2009 TENTANG LEMBAGA CONTOH STANDAR 

KARET INDONESIA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa memperhatikan pelaksanaan reformasi 
birokrasi dan perubahan struktur organisasi 
Kementerian Perdagangan yang telah diatur 
melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Kementerian Perdagangan, perlu 
melakukan penyesuaian nomenklatur organisasi 
dan jabatan sebagaimana tercantum dalam 
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59/M-
DAG/PER/12/2009 tentang Lembaga Contoh 
Standar Karet Indonesia; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Perdagangan; 

Mengingat : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 
(Staatsblad 1983 Nomor 86); 
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2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang 
Barang Menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 
215, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2210); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3612) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2006 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4661); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 
tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4020); 

5. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 
tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab 
Menteri Perdagangan dalam Bidang Perdagangan 
Luar Negeri; 

6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 
tentang Pembentukan dan Pengangkatan Kabinet 
Indonesia Bersatu II; 

7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian 
Negara; 

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian 
Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan 
Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 

9. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 
1012/Kp/VIII/84 tentang Penetapan “International 
Standards of Quality and Packing for Natural 
Rubber Grades” dalam “The Green Book” sebagai 
Standar Mutu dan Kemasan Karet Konvensional 
Indonesia; 
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10. Keputusan Menteri Perindustrian dan 
Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 
tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
01/M-DAG/PER/1/2007; 

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59/M-
DAG/PER/12/2009 tentang Lembaga Contoh 
Standar Karet Indonesia; 

12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-
DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Perdagangan; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI 
PERDAGANGAN NOMOR 59/M-DAG/PER/12/2009 
TENTANG LEMBAGA CONTOH STANDAR KARET 
INDONESIA. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59/M-
DAG/PER/12/2009 tentang Lembaga Contoh Standar Karet Indonesia 
diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 4 
ayat (2), dan Pasal 5 ayat (1) yang semula disebutkan nomenklatur 
Pusat Standardisasi Departemen Perdagangan diubah menjadi 
Direktorat Standardisasi Kementerian Perdagangan. 

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) yang semula disebut 
nomenklatur Kepala Pusat Standardisasi Departemen Perdagangan 
diubah menjadi Direktur Standardisasi Kementerian Perdagangan. 

3. Ketentuan Pasal 3 ayat (8) yang semula disebutkan nomenklatur 
Pusat Standardisasi Departemen Perdagangan, Direktorat Pengawasan 
dan Pengendalian Mutu Barang Departemen Perdagangan diubah 
menjadi Direktorat Standardisasi Kementerian Perdagangan, Pusat 
Pengawasan Mutu Barang Kementerian Perdagangan. 

4. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) yang semula disebutkan nomenklatur 
Departemen Perdagangan diubah menjadi Kementerian Perdagangan. 

Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 

 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 3 Agustus 2011 
MENTERI PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA, 
 
MARI ELKA PANGESTU 

 
 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 18 Januari 2012 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA, 
 
AMIR SYAMSUDIN  
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